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Abstrak 

Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar suatu tidak 

terjadi.Dapat dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran.
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Pemberantasan adalah proses atau cara memberantas tindak pidana pencucian uang agar tidak 

terjadi tindak pidana yang akan mengakibatkan Negara rugi.Pencucian uang adalah suatu 

proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul 

uang harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi 

harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Pencegahan dan 

pemberantasan tindak pidana pencucian uang sangat sulit diberantas, karena pelakunya lebih 

dari satu orang dan sering juga melibatkan orang bank itu sendiri. Agar bank tidak dijadikan 

tempat pencucian uang maka bank harus melakukan tahap-tahap seperti pengenalan nasabah, 

pemantauan terhadap transaksi nasabah, penolakan dan Pencegahan. Umumnya para 

pelakunya adalah pengurus bank itu sendiri ataupun dengan bekerja sama dengan pihak lain 

yang bukan oknum bank itu sehingga orang lain ataupun orang awam tidak mengetahuinya 

atau sulit memahaminya. 

Kata kunci : Pencegahan,Pemberantasan dan Transaksi Mencurigakan. 

 

A. Pendahuluan  

Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk 

menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang harta kekayaan yang diperoleh dari hasil 

tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari 

kegiatan yang sah. Sesuai dengan pasal 2 Undang–sundang Nomor 15 Tahun 2002 tentang 

tindak pidana pencucian uang (sebagaimana diubah dengan undang–undang Nomor 25 tahun 

2003), tindak pidana yang menjadi pemicu terjadinya pencucian uang meliputi korupsi, 

penyuapan, penyelundupan barang/wanita/anak/senjata gelap, penculikan, terorisme, 

pencucian, penggelapan, dan penipuan. Dan menurut undang–undang yang baru Nomor 8 
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Tahun 2010, pencucian uang adalah segalah perbuatan yang memenuhi unsur–unsur tindak 

pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang–undang ini. 

Istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris, yakni Money Laundering, apa 

yang dimaksud dengan Money Laundering, memang tidak ada definisi  yang universal, 

karena baik Negara–negara maju dan Negara–negara dunia ketiga masing-masing 

mempunyai definisi sendiri–sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda. 

Namun para ahli hukum di Indonesia telah sepakat mengartikan Money laundering dengan 

pencucian uang. 

Mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang termasuk berbagai tindak 

pidana yang menghasilkan harta kekayaan yang tidak sah maka berdasarkan Undang–Undang 

tersebut telah dibentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang tugas 

pokoknya adalah membantu penegakan hukum dalam mencegah dan memberantas tindak 

pidana pencucian uang dan tindak pidana berat lainnya dengan cara menyediakan informasi 

intelijen yang dihasilkan dari analisis terhadap laporan–laporan yang disampaikan kepada 

PPATK untuk melaksanakan tugas pokok tersebut PPATK berkewajiban antara lain membuat 

pedoman bagi penyedia jasa keuangan (PJK) dalam mendeteksi perilaku pengguna jasa 

keuangan yang melakukan transaksi keuangan mencurigakan.
11

 

Oleh karena itu sudah semestinya kalau pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat 

menaruh perhatian besar terhadap masalah penanganan tindak pidana pencucian uang 

tersebut. Salah satu bentuk nyata dari kepedulian Indonesia terhadap tindak pidana pencucian 

uang adalah dengan di sahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak 

pidana pencucian uang dengan Undang–Undang ini pencucian uang resmi dinyatakan sebagai 

tindak pidana dan oleh karenanya harus dicegah dan diberantas.
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B. Pembahasan  

1. Tindak Pidana Pencucian (Money Laundering) 

Money Laundering menurut Sarah N. Welling
13

, dimulai dengan adanya “uang 

haram” atau “uang kotor” (dirty money). Uang dapat menjadi kotor dengan adanya dua cara, 

pertama, melalui pengelakan pajak (tax evasion). Yang dimaksud dengan “pengelakan pajak” 

ialah memperoleh uang secara legal tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk 

keperluan penghitung pajak lebih sedikit dari pada yang sebenarnya diperoleh.Kedua, 

memperoleh uang melalui cara–cara yang melanggar hukum. 

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi di sektor perbankan dewasa 

ini banyak bank telah menjadi sasaran utama untuk kegiatan pencucian uang mengingat 

sektor inilah yang banyak menawarkan jasa instrument dalam lalu lintas keuangan yang dapat 

digunakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul suatu dana. Dengan adanya 

gobalisasi perbankan, dana hasil kejahatan mengalir atau bergerak melampaui batas 

yurisdiksi Negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang umumnya dijunjung tinggi 

oleh perbankan. Melalui mekanisme ini, dana hasil kejahatan bergerak dari suatu Negara ke 

Negara lain yang belum mempunyai sistem hukum yang cukup kuat untuk menanggulangi 

kegiatan pencucian uang atau bahkan bergerak kenegara yang menerapkan ketentuan rahasia 

bank secara ketat.
14

 

Pada tahun 1980-an uang hasil kejahatan semakin berkembang, dengan 

berkembangnya bisnis haram seperti perdagangan narkotika dan obat bius yang mencapai 

milyaran rupiah sehingga kemudian muncul istilah narco dollar.Yang berasal dari uang 

haram hasil perdagangan narkotika.
15

Narco Dollar, suatu istilah yang digunakan terhadap 

uang yang berasal dari hasil perdagangan narkotika. Perkembangan selanjutnya metode 

pencucian uang ini dilakukan dengan menggunakan institusi perbankan atau pihak perantara 

finalsial lainnya seperti fund manager misalnya, uang haram tersebut dimasukkan ke dalam 

sistem perbankan atau sistem penanaman modal lainnya sehingga eksistensi uang tersebut 

bercampur–baur dengan uang lainnya sehingga eksistensinya sudah semakin sulit dilacak dan 
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tidak teridentifikasi lagi.
16

 

2. Rezim Anti Pencucian Uang Di Indonesia 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah memberikan manfaat yang 

nyata bagi lembaga keuangan di dalam kegiatan bisnis dan meningkatkan pelayanan jasa 

keuangan kepada masyarakat luas.Disektor perbankan misalnya, pemanfaatan teknologi telah 

memungkinkan ditawarkan jasa keuangan yang lebih bervariatif dan menarik termasuk 

melayani transaksi-transaksi keuangan yang melintasi batas negara. Jasa pemindahan dana 

melalui wire transfer yang ditawarkan oleh bank-bank seperti jasa internet banking 

(cyber/electronic\banking)memungkinkan nasabah perbankan memindahkan dananya dari 

rekening mereka disuatu bank lain di seluruh dunia dalam waktu yang sangat singkat.
17

 

rezim anti pencucian uang hadir dengan paradigma baru, semula orientasi tindak 

pidana pada umumnya adalah mengejar pelaku pidana, sedangkan pada masa sekarang 

orientasinya adalah lebih mengejar pada hasil tindak pidananya. Mengingat tindak pidana 

pencucian uang termasuk transnational organize crime, dan melibatkan harta kekayaan pada 

umumnya dalam jumlah besar, untuk efektifitas pencegahan dan pemberantasannya 

diperlukan koordinasi bukan hanya dalam tingkat nasional tetapi juga internasional, serta 

kemudahan tersebut telah diberikan dalam undang-undang pencucian uang antara lain secara 

khusus diatur mengenai pengecualian dari ketentuan rahasia bank dan kerahasiaan transaksi 

keuangan lainnya, azas pembuktian terbalik, serta penyitaan dan perampasan aset.
18

 

Namun demikian sorotan masyarakat internasional tersebut bukan satu-satunya alasan 

lahirnya kesadaran mengenai pentingnya pembangunan rezim anti pencucian uang di 

Indonesia.Disadari bahwa, perkembangan aktivitas pencucian uang sangat mempengaruhi 

tumbuh dan berkembangnya berbagai tindak pidana asal (predicate crime) seperti korupsi 

perdagangan gelap narkotikakejahatan di bidang perbankan dan berbagai kejahatan 

lainnya.Kejahatan-kejahatan tersebut melibatkan/menghilangkan uang/aset (proceeds of 

crime) yang jumlahnya sangat besar. 

Sehubungan dengan itu, maka pada tanggal 17 April 2002 pemerintah mengundang-

undangkan Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian uang (UU-TPPU) yang 
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pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut:
19

 

a. Mengatakan secara tegas, bahwa pencucian uang adalah suatu tindak pidana 

b. Mendirikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai 

Focal Point dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang 

c. Kewajiban menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) 

dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) oleh penyedia jasa keuangan 

kepada PPATK 

d. Adanya proteksi bagi bank dalam menyampaikan laporannya dikecualikan dari 

ketentuan rahasia bank. Penyediaan jasa keuangan tidak dapat dituntut secara 

perdata dan pidana sehubungan dengan laporan yang disampaikan. 

Penanganan tindak pidana pencucian uang di Indonesia yang dimulai sejak di 

undangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian 

Uang telah menunjukkan arah yang positif. Hal itu, tercermin dari meningkatnya kesadaran 

masyarakat dari pelaksanaan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, seperti 

penyediaan jasa keuangan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, lembaga pengawas dan 

pengatur dalam pembuatan peraturan, PPATK dalam kegiatan analisis dan penegakan hukum 

dalam menindak lanjuti hasil analisa hingga penjatuhan sanksi pidana dan/atau sanksi yang 

ditimbulkan penafsiran yang berbeda.  

Adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya 

pergeseran beban pembuktian, keterbatasan kepentingan nasional dan menyesuaikan standart 

internasional, perlu disusun Undang-Undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak 

pidana sebagai pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 

tentang TPPU sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 

tentang TPPU. Sekarang telah dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
20

 

 

3. Tahap-Tahap Tindak Pidana Pencucian Uang 

1. Tahap Penempatan Dana (Placement) 

Dalam tahap penempatan ini, uang hasil kejahatan ditempatkan pada bank tertentu 
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yang dianggap aman. Penempatan uang ini dimaksudkan untuksementara waktu, 

dalam tahap ini juga dilakukan proses membenamkan uang tersebut dengan cara 

a. uang tersebut dibenamkan dengan proses lembaga keuangan, misalnya melalui 

rekening Koran, surat berharga, traveler‟s cheque, dan sebagainya; 

b. sebanyak mungkin melakukan transaksi tunai (cash and carry) sehingga asal usul 

uang tersebut menjadi semakin sulit dilacak.
21

 

2. Tahap Pelapisan (Layering ) 

Dalam tahap ini dilakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meghilangkan jejak 

atau indikasi dari asal usul uang tersebut. Dalam tahap ini uang benar-benar dicuci 

atau diputihkan, antara lain melalui pembelian saham di Bursa Efek, transfer uang 

ke negara lain dalam bentuk mata uang asing, meminjam uang di bank lain dengan 

menggunakan deposito yang ada di bank, membeli property tertentu, membeli 

valuta asing, transaksi derivative, dan lain-lain.
22

 

3. Tahap Integrasi 

Integrasi adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik 

untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan 

material maupun keuangan, diperlukan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, 

ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Dalam melakukan 

pencucian uang, pelaku tidak perlu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh 

dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan, karena tujuan utamanya adalah untuk 

menyamarkan atau menghilangkan asal usul uang sehingga hasil akhirnya dapat 

menikmati atau digunakan secara aman.
23

 

 

4. Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) 

Kegiatan money laundering merupakan suatu kejahatan kerah putih (white collar 

crime) di bidang perbankan.Banyak negara yang masih ragu-ragu untuk apakah membasmi 

money laundering secara optimal ataupun sampai batas-batas tertentu membiarkan saja 

kejahatan jenis money laundering ini.Hal ini disebabkan, kegiatan money laundering ini 

melibatkan uang dalam jumlah besar sehingga dapat membuat bank-bank yang mentolerir 

                                                      
21

 Neni Sri Imaniyati, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, (Bandung : Refika Aditama, 2010), 
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kegiatan ini dapat berkibar-kibar.
24

 

Indonesia juga memberi perhatian besar terhadap tindak pidana lintas negara yang 

terorganisasi (transitional organized crime) seperti pencucian uang (money laundering) dan 

terorisme. Pada tataran internasional, upaya melawan kegiatan pencucian uang ini dilakukan 

dengan membentuk suatu tugas yang di sebut The Financial Action Task Force (FATF)on 

Money Laundering oleh kelompok 7 Negara (G-7) dalam G-7 Summit di Prancis pada bulan 

juli 1989. 

Salah satu peran FATF adalah menetapkan kebijakan dan langkah-langkah yang 

diperlukan dalam bentuk rekomendasi tindakkan untuk mencegah dan memberantas 

pencucian uang.Sejauh ini FATF telah mengeluarkan 40 (empat puluh) rekomendasi 

pencegahan dan pemberantasan pencucian uang serta 9 (sembilan) rekomendasi khusus untuk 

memberantas pendanaan terorisme. Rekomendasi tersebut kini terdapat diberbagai negara di 

dunia telah diterima sebagai standar internasional dan menjadi pedoman baku dalam 

memberantas kegiatan pencucian uang.
25

 

Mengingat pentingnya dilakukan upaya pemberantasan terhadap pendanaan terorisme, 

FATF menyepakati beberapa rekomendasi.Rekomendasi FATF tentang pencucian uang, 

mengatur tentang kerangka dasar untuk mendeteksi, mencegah dan memberantas pendanaan 

terorisme dan kegiatan teroris.Seperti yang terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia 

(11/28/PBI/2009) tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan 

Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum. 

Negara yang termasuk dalam daftar Non-Cooperative Countries and Territories 

(NCCT) dapat dikenakan counter measurs, yang dapat berakibat buruk terhadap sistem 

keuangan negara yang bersangkutan, misalnyadapat meningkatnya biaya transaksi keuangan 

dalam melakukan perdagangan internasional. Akibat lain yang cukup serius dapat berupa 

pemutusan hubungan korespondensi antara bank luar negeri dengan bank domestik, 

pencabutan izin usaha kantor cabang atau kantor perwakilan bank nasional diluar negeri, dan 

kemungkinan penghentian bantuan luar negeri kepada pemerintah. Sanksi di atas pada 

akhirnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, sudah semestinya 

kalau pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat menaruh perhatian besar terhadap masalah 

penanganan tindak pidana pencucian uang tersebut.
26

 

Mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang termasuk berbagai tindak 
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pidana yang menghasilkan harta kekayaan yang tidak sah maka berdasarkan Undang-Undang 

tersebut telah dibentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang 

bertugas pokoknya adalah membantu penegakan hukum dalam mencegah dan memberantas 

tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana berat lainnya dengan cara menyediakan 

informasi inteligen yang dihasilkan dari analisis terhadap laporan-laporan yang disampaikan 

kepada PPATK.   

Kemampuan mencuci uang hasil tindak pidana melalui sistem keuangan merupakan 

hal yang sangat vital untuk suksesnya kegiatan kriminal sehingga setiap pihak yang terlibat 

dalam tindak pidana tersebut akan memanfaatkan kelemahan (loopholes) yang terdapat pada 

sistem keuangan. Penggunaan sistem keuangan sebagai sarana tindak pidana pencucian uang 

mempunyai potensi meningkatkan risiko bagi bank atau perusahaan jasa keuangan lain secara 

individual, yang pada akhirnya juga dapat meruntuhkan integritas dan stabilitas sistem 

keuangan secara keseluruhan. Semakin meningkatnya integrasi antar sistem keuangan dunia 

dan berkurangnya hambatan dalam perpindahan arus dana, akan memperbesar peluang 

praktik pencucian uang dalam skala global sehingga mempersulit upaya pelacakannya.
27

 

Lembaga keuangan lainnya maupun lembaga nonkeuangan lain yang sering 

digunakan oleh pencucian uang, dengan melibatkan banyak pihak lain tanpa disadari oleh 

yang bersangkutan, antara lain : 

1) Perusahaan Efek yang melakukan fungsi sebagai perantara pedagang Efek; 

2) Perusahaan Asuransi dan Broker Asuransi; 

3) Money Broker; 

4) Dana pensiun dan perusahaan pembiayaan; 

5) Akuntan, pengacara dan Notaris; 

6) Surveyor dan agen real estate; 

7) Kasino dan permainan judi lainnya; 

8) Pedagang logam mulia; 

9) Dealer barang-barang antik, dealer mobil serta penjual barang-barang mewah dan 

berharga.
28

 

Perbuatan pencucian uang di samping sangat merugikan masyarakat, juga sangat 

merugikan negara karena mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau 

keuangan negara dengan meningkatnya berbagai kajahatan. Sehubungan dengan hal tersebut, 

upaya untuk mencegah dan memberantas praktik pencucian uang termasuk dengan cara 
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melakukan kerja sama internasional, baik melalui forum secara bilateral maupun multilateral. 

Dalam konteks kepentingan nasional ditetapkan Undang-Undang tentang Tindak 

Pidana Pencucian Uang merupakan penegasan bahwa pemerintah dan sektor swasta bukan 

merupakan bagian dari masalah, akan tetapi bagian dari penyelesaian masalah, baik sektor 

ekonomi, keuangan, maupun perbankan. Pertama-tama usaha yang harus ditempuh oleh suatu 

negara untuk dapat mencegah dan memberantas praktik pencucian uang adalah dengan 

membentuk Undang-Undang yang melanggar perbuatan pencucian uang dan menghukum 

dengan berat para pelaku kejahatan tersebut.
29

 

Pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan secara efektif, dalam 

undang-undang ini diatur kerja sama dengan negara lain, misalnya dengan perjanjian 

ekstradisi atau kerja sama bantuan dibidang hukum, baik dalam bentuk bilateral maupun 

multilateral.
30

 Oleh karena itu pemerintah Indonesia harus lebih mengingkatkan kerja sama 

internasional dalam pengawasan kejahatan transnasional dan organisasi kejahatan serta 

memacu pengembangan sistem informasi penanggulangan kejahatan internasional. 

Penyelidikan dan penyidikan kasus pencucian uang akan diperluas. Penyidikan kasus 

pencucian uang tidak hanya polisi dan jaksa, tetapi juga semua lembaga yang punya 

kewenangan peyelidikan. Selain lembaga penyidik yang akan ditambah, jumlah instansi yang 

diwajibkan melaporkan transaksi mencurigakan akan diperbanyak. Kewenangan penyidikan 

tidak berada dipolisi tetapi seluruh instansi yang punya kewenangan menyidik.Penambahan 

lembaga penyidikan ini diajukan PPATK dalam amendemen Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang. Selain polisi dan kejaksaan, lembaga yang 

akan diberikan kewenangan menyidik tindak pidana pencucian uang adalah Komisi 

Pemberantasan Korupsi dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Hal ini untuk memperkuat 

pemberantasan pencucian uang.
31

 

Tindak pidana pencucian uang (money laundering) secara populer dapat dijelaskan 

sebagai aktivitas memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil 

dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh organized crime maupun individu yang 

melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkotika dan tindak pidana lainnya dengan tujuan 

menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana 

tersebut sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa 
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uang tersebut berasal dari kegiatan illegal.
32

 

Kegiatan money laundering dalam sistem keuangan pada umumnya dan sistem 

perbankan pada khususnya memiliki resiko yang sangat besar. Resiko tersebut antara lain 

resiko operasional, resiko hukum, resiko terkonsentrasinya transaksi dan resiko reputasi. Bagi 

perbankan Indonesia tindakan pencucian uang merupakan suatu hal yang sangat rawan 

karena: pertama, peranan sektor perbankan dalam sistem keuangan di Indonesia diperkirakan 

mencapai 93%.  

Sistem perbankan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan rezim anti money 

laundering.Kedua, tingginya tingkat perkembangan teknologi dan arus globalisasi di sektor 

perbankan membuat industri perbankan menjadi lahan empuk bagi tindak kejahatan 

pencucian uang dan merupakan sarana paling efektif untuk melakukan kegiatan money 

laundering.Pelaku kejahatan dapat memanfaatkan bank untuk kegiatan pencucian uang 

karena jasa dan produk perbankan memungkinkan terjadinya lalu lintas atau perpindahan 

dana dari satu bank ke bank atau lembaga keuangan lainnya, sehingga asal-usul uang tersebut 

sulit dilacak oleh penegak hukum.
33

 

Keterlibatan perbankan dalam kegiatan pencucian uang dapat berupa : 

a. Penyimpanan uang hasil kejahatan dengan nama palsu atau dalam safe deposit 

box; 

b. Penyimpanan uang dalam bentuk deposito/tabungan/giro; 

c. Penukaran pecahan uang hasil perbuatan illegal; 

d. Pengajuan permohonan kredit dengan jaminan uang yang disimpan pada bank 

yang bersangkutan; 

e. Penggunaan fasilitas transfer atau EFT; 

f. Pemalsusan dokumen-dokumen L/C yang bekerjasama dengan oknum pejabat 

bank terkait; dan  

g. Pendirian/pemanfaatan bank gelap. 

Kegiatan pencucian uang yang dilakukan oleh organisasi-organisasi kejahatan dan 

oleh para penjahat individu sangat merugikan masyarakat.Oleh karena itu, banyak negara 

berupaya untuk memerangi kejahatan ini. Beberapa dampak kejahatan pencucian uang 
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terhadap masyarakat, yakni sebagai berikut:
34

 

1) Pencucian uang memungkinkan para penjual dan pengedar narkotika, para 

penyelundup dan para penjahat lainnya untuk dapat memperluas kegiatan 

operasinya. Hal ini akan meningkatkan biaya penegakan hukum untuk 

memberantasnya dan biaya perawatan serta pengobatan kesehatan bagi para 

korban atau pecandu narkotika. 

2) Kegiatan pencucian uang mempunyai potensi untuk merongrong keuangan 

masyarakat (financial community) sebagai akibat sedemikan besarnya jumlah 

uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Potensi untuk melakukan korupsi 

meningkat bersamaan dengan peredaran jumlah uang haram yang sangat 

besar. 

3) Pencucian uang mengurangi pendapatan pemerintah dari pajak dan secara 

tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur dan mengurangi 

kesempatan kerja yang sah. 

5. Transaksi Mencurigakan 

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang 

komunikasi telah menyebabkan terintegrasinya sistem keuangan termasuk sistem perbankan 

yang menawarkan mekanisme lalu lintas dana antar negara yang dapat dilakukan dalam 

waktu yang sangat singkat. Keadaan ini di samping mempunyai dampak positif, juga 

membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat yaitu dengan semakin meningkatnya 

tindak pidana yang berskala nasional maupun internasional, dengan memanfaatkan sistem 

keuangan termasuk sistem perbankan untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul 

dana hasil tindak pidana (money laundering). 

Berkenaan dengan itu dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana 

pencucian uang, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang 

Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun ketentuan dalam Undang-Undang tersebut dirasakan 

belum memenuhi standar internasional serta perkembangan proses peradilan pencegahan dan 

pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat berjalan secara efektif.
35

 

Transaksi Keuangan Mencurigakan tidak memiliki ciri-ciri yang baku, karena hal 

tersebut dipengaruhi oleh variasi dan perkembangan jasa dan instrument keuangan yang ada. 

Meskipun demikian, terdapat ciri-ciri umum dari Transaksi Keuangan Mencurigakan yang 
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dapat dijadikan acuan sebagai berikut: 

1. Tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang jelas 

2. Menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar dan/atau dilakukan 

secara berualng-ulang di luar kewajaran 

3. Diluar kebiasaan dan kewajaran aktivitas transaksi nasabah. 

 

C. Penutup 

Pencegahan dan pemberantasan Tindak pidana pencucian uang dengan melaksanakan 

atau menjalankan tahap-tahap dalam sistem pencegahan dan pemberantasan tindak pidana 

pencucian uang, seperti tahap pengenalan nasabah, pemantauan terhadap transaksi 

mencurigakan dan pelaporan kepada PPATK.Bank sering menjadi sarana dalam tindak 

pidana pencucian uang Bank berperan sebagai pihak pelapor dalam pencegahan tindak pidana 

pencucian uang sedangkan yang berhak melakukan pemberantasan tindak pidana pencucian 

uang adalah pihak PPATK. 

Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, apabila tranransaksi 

mencurigakan di Bank pertama pihak bank akan melaporkannya agar tidak terjadi tindak 

pidana pencucian uang. Dalam melaksanakan mekanismenya Bank telah menjalankan 

mekanisme sesuai dengan prosedur yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.pelaporan transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan dengan 2 (dua) 

cara : apabila transaksi keuangan mencurigakan sistem pelaporan menggunakan cara sistem 

online dengan aplikasi yang menggunakan cara (GRIPS), dan transaksi tunai, sistem 

pelaporan yang digunakan Bank adalah sistem pelaporan secara manual yaitu mengirim surat 

ke PPATK. 
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